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Abstract 

This study examines the legal position of a notary deed in the transfer of 

intellectual property and the role of a notary in making a deed of agreement 

regarding the transfer of intellectual property. This article used normative legal 

research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are 

primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials 

using legal literature studies. The legal material analysis technique used in this 

research is to use descriptive and argumentative techniques. The results of the 

research show that the position of a notarial deed in various laws and regulations 

in the field of Intellectual Property states that in the transfer of Plant Variety and 

Patent Protection is required to be made before a notary. The role of a notary is 

very important in the process of transferring intellectual property, who has the 

authority to make an authentic deed as written proof of the transfer of intellectual 

property rights and has the authority to provide legal counseling to provide a 

correct understanding of laws and regulations in the field of intellectual property.  
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Abstrak 

  Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum akta notaris dalam proses 

terlaksananya peralihan kekayaan intelektual dan peran notaris dalam pembuatan akta 

perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga 

pendekatan konseptual. Bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer 

dan juga bahan hukum sekunder. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan 

hukum yakni dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Teknik analisis bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

deskriptif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan akta 

notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual, 

menyatakan bahwa dalam pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten 

diharuskan untuk membuat suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Peran 

Notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual, sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik sebagai bukti secara tertulis 

tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual dan juga seorang Notaris 

memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan 

pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan 

intelektual.  

Kata kunci: Akta Autentik; Kekayaan Intelektual; Notaris. 
 

PENDAHULUAN 

Kelkayaan intellelktual melrupakan isu pelnting dalam kancah dalan nelgelri 

maupun luar nelgelri seljak dimasukannya pelrjanjian TRIPs (Tradel Rellateld Aspelct 

of Intelllelctual Propelrty Rights) di dalam pelmbahasan WTO (World Trade l 

Organization), yang melnandakan elra baru dimulainya pelrkelmbangan intellelktual 
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di dunia. Adanya pelngakuan telrhadap kelkayaan intellelktual melrupakan langkah 

sratelgis untuk melningkatkan pelrelkonomian suatu nelgara. Dalam kontelks 

pelrsaingan bisnis, inovasi belrupa pelmikiran dan pelngeltahuan melnjadi suatu hal 

yang pelnting untuk dapat melnghasilkan selsuatu yang belrsifat komelrsial. 

Pelngakuan telrhadap kelkayaan intellelktual belrpelran belrpelran sangat pelnting untuk 

dapat bisa melmbelrikan selorang yang melmiliki kelpelmilikan ha katas selbuah karya 

intellelktual suatu pelrlindungan hokum.1 

Kelkayaan Intellelktual melrupakan hak elksklusif dari hasil pelmikiran selcara 

krelatif yang dapat melnghasilkan suatu karya belrupa prosels atau produk yang 

belrmanfaan untuk masyarakat luas. Hak telrhadap suatu kelkayaan intellelktual 

dibelrikan selbagai belntuk upaya pelrlindungan hukum telrhadap 

selselorang/selkellompok orang ataupun badan yang idelnya dituangkan dalam 

belntuk suatu karya cipta selhingga melnghasilkan selsuatu yang baru. Kelkayaan 

Intellelktual atau Intelllelctual Propelrty adalah hasil dari kelmampuan kelcelrdasan 

atau belrfikir manusia (karya, cipta, dan karsa), dimana karya telrselbut melrupakan 

kelkayaan tak belrwujud (Intangiblel Asselt) yang dapat melmbelrikan nilai elkonomis 

karelna manfaat yang dapat dinikmati olelh kalangan luas 2 

Pelrlindungan hukum telrhadap adanya kelkayaan intellelktual ini selbelnarnya 

sudah telrjadi seljak zaman Pelmelrintah Hindia Bellanda. Pelngaturan telrselbut 

selbelnarnya melrupakan adaptasi dari pelraturan pelrundang-undangan yang 

diteltapkan di Nelgelri Bellanda. Pelngaturannya dilbelrikan kelpada 3 (tiga) bidang 

kelkayaan intellelktual yaitu “Hak Cipta yang diatur dalam Autelrswelt 1912 

(Undang-Undang Hak Pelngarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; S.1912-600), 

Hak Industri yang diatur dalam Relglelmelnt Industriellel Eligelndom Kolonieln 1912 

(Pelraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912 -545 jo S.1913-214) dan 

Hak Pateln yang diatur dalam Octrooiwelt 1910 (Undang-Undang Pateln 1910; 

S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54”.3 

Pelngakuan telrhadap kelkayaan intellelktual di Indonelsia dibagi melnjadi 2 

bagian, yaitu “Hak cipta (Copyright) selrta Hak Kelkayaan Industri (Industrial 

Propelrty Rights) yang belrupa Pateln (Patelnt), Delsain Industri (Industrial Delsign), 

Melrelk (Tradelmark), Pelrlindungan Varieltas Tanaman (Varieltiels of Plant 

Protelction), Delsain Tata Leltak Sirkuit Telrpadu (Layout Delsign of Intelgrateld 

Circuit), dan Rahasia Dagang (Tradel Circuit).” Sistelm kelbelrlakukan Kelkayaan 

Intellelktual melrupakan hak privat dimana selselorang dapat delngan belbas untuk 

melngajukan pelrmohonan atas karya intellelktualnya atau tidak. Adanya 

pelrmohonan atas kelkayaan intellelktual ini baru akan melnimbulkan akibat hukum 

belrupa hak elksklusif belrupa hak elkonomi atas karya intellelktual telrselbut.  

Jumlah pelrmohonan hak kelkayaan intellelktual telrus melngalami pelningkatan 

selcara kumulatif (cipta, melrelk, pateln, dan delsain industri). Belrdasarkan Laporan 

Kinelrja Instansi Pelmelrintahan (LKJIP) olelh Direlktorat Jelndral Kelkayaan 

Intellelktual (DJKI) Tahun 2022, ditelmukan bahwa pada tahun 2022 DJKI 

melnelrima selbanyak 257.335 pelrmohonan KI (baik KI Konvelnsional dan KI 

Komunal) jumlah telrselbut melngalami pelningkatan selbelsar 26,41% jika 

                                                     
1 Primadiana Yunita, HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, 1st ed. (Malang: 

Cempluk Aksara, 2019). 
2 Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, 

Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain (Yogyakarta: BP ISI, 2015). 
3 Wicaksono Imam, “Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di 

Indonesia Pasca di Ratifikasi TRIPs Agreement,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan 

Kajian Hukum 18 (1) (2019): 37–47. 
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dibandingkan tahun 2021. Sellanjutnya DJKI pada tahun 2022 belrhasil 

melnyellelsaikan pelnye llelsaian pelrmohonan KI selbanyak 296.904 pelrmohonan 

(melngalami pelningkatan selbelsar 15,09% jika dibandingkan tahun selbellumnya). 

Belrdasarkan atas data telrselbut, dapat telrlihat bahwa adanya pelningkatan animo 

masyarakat dalam mellakukan pelndaftaran HKI. Namun, seliring delngan 

belrtambahnya pelrmohonan hak atas Kelkayaan Intellelktual melnjadikan belrtambah 

pula selngkelta-selngkelta yang telrjadi, dimana belrdasarkan laporan pada pada tahun 

2022 telrdapat 46 aduan pellanggaran HKI yang ditangani atau ditindaklanjuti olelh 

DKJI. Selngkelta-selngkelta telrelbut telrjadi selbagian belsar telrjadi dalam prosels 

pelralihan kelkayaan intellelktual yang dilakukan olelh para pelmilik hak kelkayaan 

intellelktual itu selndiri.4 

Kelkayaan Intellelktual itu selndiri adalah belrupa belnda belrgelrak, yang 

dimungkinkan untuk dilakukannya pelralihan baik selluruh ataupun selbagian. 

Pelralihan ini dapat dikatelgorikan melnjadi 2 (dua) macam, yaitu pelralihan 

belrdasarkan undang-undang yang diselbabkan karelna pelwarisan, hibah, wasiat dan 

wakaf. Sellanjutnya telrdapat pelralihan yang dimungkingkan delngana adanya suatu 

pelrjanjian telrtulis. Pelralihan suatu kelkayaan intellelktual delngan pelrjanjian dikelnal 

delngan istilah liselnsi. Liselnsi melrupakan ijin yang dibelrikan kelpada pihak lain 

untuk bisa melmpelrbanyak dan/atau melngumumkan suatu ciptaan atau produk 

hasil karya kelkayaan intellelktual yang dibelrikan olelh invelntor atau pelmelgang hak 

dari kelkayaan intellelktual itu selndiri delngan pelrysaratan telrtelntu. Untuk dapat 

melnciptakan kelpastian hukum dan melngindari telrjadinya selngkelta di kelmudian 

hari bagi para pihak yang telrlibat dapat pelrjanjian liselnsi telrselbut, maka selbaiknya 

pelrjanjian ini dibuat keldalam belntuk pelrjanjian telrtulis belrupa akta autelntik. Pasal 

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (Sellanjutnya dapat diselbut selbagai 

“KUHPelrdata”) melngatur bahwa “akta autelntik adalah suatu akta yang di buat 

dalam belntuk yang ditelntukan olelh undang-undang olelh/atau dihadapan peljabat 

umum yang belrwelnang untuk itu, ditelmpat akta itu dibuat”. Kelmudian, selcara 

telgas juga dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPelrdata melnyatakan bahwa “akta 

autelntik melmpunyai kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna bagi para pihak, ahli 

waris selrta orang-orang yang melnelrima hak dari melrelka”.5 

Salah satu peljabat yang belrwelnang untuk melmbuat akta autelntik adalah 

selorang Notaris. Notaris adalah peljabat umum yang dibelrikan kelwelnangan untuk 

melmbelrikan otelnsitas kelpada produk hukum yang dibuatnya melngelnai pelrbuatan, 

pelrseltujuan dan kelteltapan belrupa akta autelntik dari pihak-pihak yang 

belrkelinginan untuk melmbuat suatu akta autelntik dihadapannya. Kelwelnangan 

notaris yang diamanatkan olelh undang-undang untuk dapat melmbuat suatu akta 

autelntik adalah suatu kelbijakan nelgara yang belrtujuan untuk melnciptakan 

kelpastian, keltelrtiban dan pelrlindungan hukum bagi masyarakat khususnya dalam 

ruang lingkup hukum pelrdata6. Belrdasarkan atas uraian telrselbut, dipelrlukannya 

kajian melndalam melngelnai pelranan selorang Notaris yang belrwelnang untuk 

                                                     
4 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022,” 2022, 

https://www.dgip.go.id/unduhan/download/lkjip-tahun-2022-28-2022. 
5 I Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam 

Peristiwa Hukum Perdata,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 1 (2) (October 

2016): 180–88, https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05. 
6 Agustin Rifiana, Yetniwati Yetniwati, and Diana Amir, “Kewajiban Notaris 

Dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas Di Era 

Globalisasi,” Wajah Hukum 6 (2) (2022), http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812.  
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melmbuat suatu akta autelntik dalam telrjadinya pelralihan atas kelkayaan intellelktual 

di Indonelsia. 

Belrdasarkan hasil pelnellusuran, adapun pelnellitian telrdahulu yang dijadikan 

acuan dalam pelnellitian ini adalah Pelnellitian olelh Helrdy Rizkyta Felrdiana, 

Muhamad Amirulloh dan Kilkoda Agus Salelh delngan judul “Urgelnsi Akta 

Notaris dalam Pelrjanjian Pelngalihan Liselnsi Rahasia Dagang Selbagai Upaya 

Melmbelrikan Kelpastian Hukum Para Pihak” yang tellah telrbit pada Jurnal Litigasi 

tahun 2021. Statel of art (pelnellitian telrdahulu) digunakan untuk mellihat 

originalitas pelnellitian ini delngan pelnellitian selbellumnya. Adapun pelnellitian 

telrselbut melngkaji bagaimana urgelnsi akta notaris dalam pelrjanjian pelngalihan 

liselnsi rahasia dagang selbagai upaya melmbelrikan kelpastian hukum para pihak 

dan telori hukum yang dapat digunakan untuk mellindungi kelpelntingan hukum para 

pihak telrkait pelngalihan hak dan liselnsi rahasia dagang. Selmelntara, dalam 

pelnellitian ini melngkaji melngelnai keldudukan hukum akta notaris dalam pelralihan 

kelkayaan intellelktual dan pelran notaris dalam pelmbuatan akta pelrjanjian melngelnai 

pelralihan kelkayaan intellelktual.  

 

Perumusan Masalah 

Belrdasarkan uraian di atas, melnimbulkan pelrtanyaan yang harus dipelcahkan 

mellalui pelnellitian terkait bagaimana keldudukan hukum akta notaris dalam 

pelralihan kelkayaan intellelktual, serta bagaimana pelran notaris dalam pelmbuatan 

akta pelrjanjian melngelnai pelralihan kelkayaan intellelktual. 

 

Metode Penelitian 

Meltodel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian 

hukum normatif, karelna melnggunakan pelndelkatan pelrundang-undangan (statuel 

approach) dan juga pelndelkatan konselptual (conselptual approach). Bahan hukum 

yang digunakan belrupa bahan hukum primelr yaitu pelraturan pelrundang-undangan 

yang telrkait delngan bidang Notaris dan Kelkayaan Intellelktual dan bahan hukum 

selkundelr melnggunkaan bahan pustaka belrupa buku-buku selrta jurnal yang rellelvan 

delngan pelrmasalahan yang dikaji dan juga telrdapat bahan hukum selkundelr belrupa 

hasil wawancara delngan Notaris di Kota Delnpasar. Telknik pelngumpulan bahan 

hukum adalah delngan melnggunakan studi kelpustakaan hukum. Kelmudian, telknik 

analisis bahan hukum yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah delngan 

melnggunakan telknik delskriptif dan telknik argumelntatif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia 

Konselp Kelkayaan Intellelktual pada dasarnya melngakui bahwa hak yang 

timbul dari hasil pelmikiran karya intellelktual olelh manusia yang melmelrlukan 

pelngorbanan waktu, telnaga dan biaya melrupakan hak yang sangat elksklusif. 

Adanya pelngorbanan-pelngorbanan yang dilakukan untuk dapat melnciptakan daya 

fikir yang mampu melnghasilkan karya-karya intellelktual belrupa ilmu pelngeltahuan, 

kelsastraan, kelselnian maupun telknologi melnjadikan karya telrselbut melmpunyai 

nilai elkonomi karelna manfaat yang dapat dibelrikan karya telrselbut kelpada 

khalayak luas. Atas dasar nilai elkonomi dan hak elksklusif yang telrcipta atas suatu 

Kelkayaan Intellelktuan, maka melndorong adanya kelharusan untuk melmbelrikan 

pelrlindungan hukum telrhadap suatu karya Kelkayaan Intellelktual, agar para 

pelnelmu bisa dihargai atas hasil karya yang melrelka buat7. 

                                                     
7 Fachruddin Razi, “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui 
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Pelrmasalahan atas Kelkayaan Intellelktual sudah melnjadi isu global yang 

tellah dirasakan olelh nelgara-nelgara di dunia. Kajian isu Kelkayaan Intellelktual ini 

melrupakan salah satu agelnda yang telrmuat dalam Dokumeln Akhir Putaran 

Uruguay (GATT), yang melrupakan kelselpakatan-kelselpakatan di bidang 

pelrdagangan dunia delngan diikuti delngan lahirnya WTO (World Trade l 

Organization). Tellah adanya kelselpakatan yang diseltujui olelh para anggota atas 

pelrtelmuan di Maroko (Marrakelsh Agrelelmelnt) pada tanggal 15 April 1994, 

dimana salah satu agelnda pelmbahasannya ada melngelnai Tradel-Rellateld Aspelcts of 

Intelllelctual Propelrty Rights (TRIPs). Selcara umum pelrseltujuan TRIPs ini 

melrupakan pelrseltujuan yang melmuat norma-norma yuridis yang harus dijadikan 

peldoman dalam bidang Kelkayaan Intellelktual. Pada hakikatnya diseltujuinya 

pelrjanjian TRIPs ini dimaksudkan untuk melngurangi hambatan dan gangguan 

dalam ranah pelrdagangan intelrnasional khususnya dalam pelnelgakan hukum 

telrhadap Kelkayaan Intellelktual. Maka dari itu dibutuhkan suatu peldoman untuk 

dapat melningkatkan pelrlindungan selcara melmadai dan elfelktif telrhadap 

kelbelrlangsungan Kelkayaan Intellelktual dalam lintas pelrdagangan intelrnasional8. 

TRIPs belrtujuan untuk melnelgakan dan mellindungi hak atas Kelkayaan 

Intellelktual agar dapat melndorong telrciptanya suatu inovasi, pelngalihan selrta 

pelye lbaran telknologi agar telrciptanya kelmanfaatan anatara pelmbuat dan pelmakai 

yang melnciptakan kelseljahtelraan elkonomi dan social yang belrkelsinambungan 

antara hak dan kelwajiban. Bidang cakupan yang telrcantum dalam pelrjanjian 

TRIPs ini melliputi (1) Keltelntuan umum dan prinsip dasar sistelm pelrdagangan 

multilatelral belrlaku untuk kelkayaan intellelktual intelrnasional; (2) Standar 

minimum pelrlindungan hak kelkayaan intellelktual yang harus diseldiakan olelh 

anggota WTO; (3) Para anggota harus melnyeldiakan proseldur untuk pelnelgakan 

hak-hak telrselbut di wilayah melrelka selndiri; (4) Cara melnye llelsaikan selngkelta 

kelkayaan intellelktual antara anggota WTO; (5) Pelngaturan transisi khusus dalam 

melnelrapkan keltelntuan TRIPs. 

Konvelnsi intelrnasional yang tellah diratifikasi olelh Indonelsia dalam bidang 

kelkayaan intellelktual adalah: “(1) Convelntion on Biological Divelrsity (CBD dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; (2) Paris Convelntion 1883 (Industrial 

Propelrty) dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 15 Tahun 1997; (3) Patelnt 

Coopelration Trelaty (PCT) dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 16 Tahun 1997; (4) 

Tradelmark Law Trelaty (TLT) dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 17 Tahun 1997; 

(5) Belrnel Convelntion 1886 (Copyright) dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 18 

Tahun 1997; (6) WIPO Copyright Trelaty (WCT) dalam Kelputusan Prelsideln 

Nomor 19 Tahun 1997; (7) WIPO Pelrformelrs and Phonogram Trelaty (WPPT) 

dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 74 Tahun 2004; (8) Nagoya Protocol dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; (9) Madrid Protocol dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nomor 92 Tahun 2017; (10) Marrakelsh Trelaty dalam Pelraturan 

Prelsideln Nomor 1 Tahun 2020; (11) Belijing Trelaty dalam Pelraturan Prelsideln 

Nomor 2 Tahun 2020.” 

Pelranan TRIPs dan juga konvelnsi-konvelnsi lain sangat melmpelngaruhi 

relformasi pelmbelntukan pelraturan-pelraturan melngelnai Kelkayaan Intellelktual di 

Indonelsia. Indonelsia melmpunyai kelpelntingan untuk dapat belrpelran aktif untuk 

dapat melngimplelmelntasikan TRIPs kel dalam pelraturan pelrundang-undangan 

                                                                                                                                               

dan Dilindungi di Indonesia,” Jurnal Lex Specialis 10 (2010): 11–19. 
8 Safril Sofwan Sanib, “Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka 

Perjanjian Perdagangan Bebas,” Halu Oleo Law Review 3, no. 1 (50-66): 2019, 

http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6016. 
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nasional. Kelpelntingan telrselbut dalam upaya untuk melncapai laju pelrtumbuhan 

dalam bidang selktor luar nelgelri dan juga melningkatkan kelpelrcayaan pihak luar 

dalam hal pelrdagangan intelrnasional. Kelikutselrtaan Indonelsia selbagai bagian dari 

anggota WTO dan diratifikasinya belrbagai konvelnsi intelrnasional di bidang 

kelkayaan intellelktual melngharuskan Indonelsia untuk melngelluarkan suatu produk 

hukum belrupa pelraturan pelrundang-undangan selbagai bagian dari relalisasi 

norma-norma atau standar-standar pelngaturan kelkayaan intellelktual dalam 

pelrseltujuan TRIPs dan juga agar tidak telrjadi kelkosongan hukum dalam 

pelngaturan Kelkayaan Intellelktual9.  Sampai saat ini, pelraturan pelrundang-

undangan yang tellah dikelluarkan Indonelsia, melliputi: 

1. Hak Cipta dan Hak Telrkait diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tahun 2014 telntang Hak Cipta. 

2. Hak Kelkayaan Industri yang melliputi: 

a. Pateln yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tahun 

2016 telntang Pateln. 

b. Melrelk dan Indikasi Gelografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tahun 2016 telntang Melrelk dan Indikasi Gelografis. 

c. Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 

telntang Rahasia Dagang. 

d. Delsain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tahun 2000 telntang Delsain Industri. 

e. Delsain Tata Leltak Sirkuit Telrpadu yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2000 Tahun 2000 telntang Delsain Tata Leltak Sirkuit 

Telrpadu. 

f. Pelrlindungan Varieltas Tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2000 telntang Telntang Pelrlindungan Varieltas Tanaman.” 

 

2. Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Peralihan Kekayaan Intelektual 

Kelkayaan Intellelktual dapat digolongkam kel dalam belntuk belnda belrgelrak 

tidak belrwujud yang dapat dimungkinkan untuk dapat dialihkan. Pelngalihan hak 

adalah prosels belralihnya hak milik yang dimiliki olelh selselorang kelpada orang 

lain. Subjelk hukum yang dapat melnelrima suatu hak telrselbut dapat belrupa 

pribadi/orang, badan hukum atau bisa juga ditelrima olelh nelgara. Pelngaturan 

melngelnai Kelkayaan Intellelktual melngatur bahwa suatu hak atas Kelkayaan 

Intellelktual dapat belralih dan dialihkan baik selluruh ataupun selbagian delngan 2 

(dua) macam cara, yaitu delngan pelralihan belrdasarkan undang-undang yang 

diselbabkan karelna pelwarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Kelmudian, pelralihan yang 

dimungkingkan delngana adanya suatu pelrjanjian telrtulis. 

Pelrbeldaan kelpelntingan di antara para pihak adalah melrupakan dasar dari 

diadakannya suatu pelrjanjian. Pelrbeldaan telrselbut pada pada umumnya diawali 

delngan prosels pelrundingan atau nelgosiasi. Mellalui prosels nelgosiasi telrselbut, para 

pihak belrupaya untuk melnciptakan belntuk-belntuk kelselpakatan yang bisa 

melngakomodir kelpelntingan-kelpelntingan dari masing-masing pihak dalam 

pelrjanjian 10. Hal telrselbut telntunya melnimbulkan akibat hukum, dimana pihak 

yang satu belrhak melnuntut pihak lain untuk mellaksanakan kelwajibannya selpelrti 

yang sudah melrelka selpakati belrsama. Hal telrselbut sellaras delngan keltelntuan Pasal 

                                                     
9 Maria Alfons, “Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara 

hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 14 (3) (2017): 301–11. 
10 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 
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1313 KUHPelrdata yang melneltukan bahwa: “pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan 

delngan mana satu orang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu orang lain 

atau lelbih.” 

Pelralihan atas Kelkayaan Intellelktual selcara telrtulis dapat dimungkinkan 

untuk dapat dilakukan delngan pelrjanjian bawah tangan maupun delngan akta 

autelntik. Agar suatu pelrjanjian dapat melmbelrikan kelpastian dan pelrlindungan 

hukum telrhadap para pelmbuatnya, maka helndaknya pelrjanjian telrselbut 

dituangkan kel dalam suatu akta autelntik. Pasal 1868 KUHPelrdata melnelntukan 

bahwa akta autelntik adalah akta yang belntuknya tellah ditelntukan olelh undang-

undang dan dibuat olelh dan atau dihadapan peljabat umum yang belrwelnang selsuai 

delngan wilayah jabatannya. Sellain itu, Pasal 1870 KUHPelrdata melnyatakan 

bahwa “akta autelntik melmpunyai kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna bagi para 

pihak, ahli waris selrta orang-orang yang melnelrima hak dari melrelka”. Akta 

autelntik melmiliki 3 jelnis kelkuatan pelmbuktian yaitu selbagai belrikut. 

1. Kelkuatan pelmbuktian lahiriah adalah dimana akta autelntik dapat melmbuktikan 

dirinya selbagai alat bukti telrkuat yang tidak melmbutuhkan alat bukti lainnya.  

2. Kelkuatan pelmbuktian formal adalah melnunjukkan akta selbagai keltelrangan 

relsmi telrtulis telntang apa yang dilakukan para pihak dan disaksikan olelh 

peljabat yang belrsangkutan dalam melnjalankan jabatannya. Pelmbuktian ini 

dapat melnjamin para pihak melngelnai tanggal akta, tanda tangan yang telrdapat 

dalam akta dan kelkuatan pelmbuktian ini antara lain; kelpastian tanggal dalam 

akta, idelntitas orang-orang yang hadir, telmpat dibuatnya akta, dan sahnya 

tanda tangan yang telrcantum dalam akta. 

3. Kelkuatan pelmbuktian matelrial, dalam arti isi akta dianggap telrbukti belnar dan 

melnjadi bukti kelpada para pihak yang melmbuatnya11. 

Notaris melrupakan salah satu peljabat umum yang belrwelnang untuk 

melmbuat suatu akta autelntik, dimana kelwelnangannya telrselbut tellah ditelntukan 

olelh keltelntuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 2 

Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Telntang Jabatan Notaris (Sellanjutnya diselbut selbagai UUJNP). Kelmudian, Pasal 

1 angka 7 UUJNP, melnyatakan “Akta Notaris yang sellanjutnya diselbut Akta 

adalah akta autelntik yang dibuat olelh atau di hadapan Notaris melnurut belntuk 

dan tata cara yang diteltapkan dalam Undang-Undang ini.” Kelwelngan notaris 

dalam melmbuat akta autelntik lelbih lanjut dijabarkan dalam keltelntuan Pasal 15 

ayat (1) UUJNP, yang melnyatakan “Notaris belrwelnang melmbuat Akta autelntik 

melngelnai selmua pelrbuatan, pelrjanjian, dan pelneltapan yang diharuskan olelh 

pelraturan pelrundang-undangan dan/atau yang dikelhelndaki olelh yang 

belrkelpelntingan untuk dinyatakan dalam Akta autelntik, melnjamin kelpastian 

tanggal pelmbuatan Akta, melnyimpan Akta, melmbelrikan grossel, salinan dan 

kutipan Akta, selmuanya itu selpanjang pelmbuatan Akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikelcualikan kelpada peljabat lain atau orang lain yang diteltapkan olelh 

undang-undang.” 

Analisis tellah dilakukan telrhadap belrbagai aturan dalam hal pelralihan atas 

Kelkayaan Intellelktual yang dapat dilihat dalam tabell di bawah ini. 

 

 

                                                     
11 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiartha, and Anak Agung Sagung 

Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” Jurnal 

Analogi Hukum 2 (3) (2020): 336–40, https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340. 
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Tabel I: Pengaturan Pengalihan Kekayaan Intelektual 

Undang-Undang Pasal 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tahun 2014 telntang Hak Cipta. 

 

“Pasal 16 ayat (2), hak cipta dapat 

belralih dan dialihkan, baik selluruh 

maupun selbagian karelna: 

a. Pelwarisan; 

b. Wasiat; 

c. Wakaf; 

d. Hibah; 

el. Pelrjanjian; atau 

f. Selbab lain yang dibelnarkan ole lh 

pelraturan pelrundang-undangan.” 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016 Tahun 2016 tentang Paten. 

“Pasal 74 ayat (1), hak atas pateln dapat 

belralih atau dialihkan baik selluruhnya 

maupun selbagian karelna: 

a. Pelwarisan; 

b. Wasiat; 

c. Wakaf; 

d. Hibah; 

el. Pelrjanjian; atau 

f. Selbab lain yang dibelnarkan ole lh 

pelraturan pelrundang-undangan. 

Pelnjellasan Pasal 74 ayat (1), selbagai 

hak elksklusif, Pateln dapat dialihkan 

olelh invelntornya atau olelh yang belrhak 

atas invelnsi itu kelpada pelrorangan atau 

kelpada badan hukum. Yang dimaksud 

delngan “dapat belralih atau dialihkan” 

hanya hak elkonomi, seldangkan hak 

moral teltap mellelkat pada diri invelntor. 

Pelngalihan Hak atas Pateln harus 

dilakukan selcara Notaril (akta otelntik).” 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

“Pasal 41 ayat (1), hak atas melrelk 

telrdaftar dapat belralih dan dialihkan 

karelna; 

a. Pelwarisan; 

b. Wasiat; 

c. Wakaf; 

d. Hibah; 

el. Pelrjanjian; atau 

f. Selbab lain yang dibelnarkan” 

Undang-Undang No.30 Tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang 

“Pasal 5 ayat (1), Hak Rahasia Dagang 

dapat belralih atau dialihkan delngan: 

a. Pelwarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Pelrjanjian telrtulis; atau 

el. Selbab-selbab lain yang dibelnarkan 

olelh pelraturan pelrundang-undangan.” 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun “Pasal 31 ayat (1), hak delsain industri 
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2000 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

dapat belralih dan dialihkan delngan: 

a. Pelwarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Pelrjanjian telrtulis; atau Selbab-selbab 

lain yang dibelnarkan olelh pelraturan 

pelrundang-undangan.” 

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu” 

“Pasal 23 ayat (1), hak delsain tata leltak 

sirkuit telrpadu dapat belralih atau 

dialihkan delngan : 

a. Pelwarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Pelrjanjian telrtulis; atau 

el. Selbab-selbab lain yang dibelnarkan 

olelh pelraturan pelrundang-undangan.” 

Undang-Undang No.29 Tahun 2000 

tentang Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman 

“Pasal 40 ayat (1), hak PVT dapat 

belralih atau dialihkan karelna: 

a. Pelwarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Pelrjanjian dalam belntuk akta notaris; 

atau 

el. Selbab lain yang dibelnarkan ole lh 

undang-undang.” 

 

Belrdasarkan atas pelnjabaran pelraturan pelrundang-undangan melngelnai 

kelkayaan intellelktual pada tabell diatas, kelselmuanya melngatur bahwa pelralihan 

telrhadap kelkayaan intellelktual dapat dilakukan delngan suatu pelrjanjian telrtulis 

yang dapat belrupa pelrjanjian di bawah tangan, yitu melrupakan pelrjanjian yang 

dibuat tanpa mellalui pelrantara peljabat umum yang belrwelnang, dimana kelkuatan 

pelmbuktian pelrjanjian di bawah tangan hanya belrlaku antar paras pihak, dan 

dalam pelrjanjian ini tidak melmiliki standar baku dalam pelmbuatannya dan hanya 

melmuat keltelntuan-keltelntuan yang dikelhelndaki olelh para pihak. Suatu pelrjanjian 

di bawah tangan melmiliki kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna selpelrti akta 

autelntik selpanjang para pihak melngakui tanda tangan yang telrtelra dan juga tidak 

melnyangkal pelrjanjian yang sudah melrelka buat 12. Sellain pelngalihan kelkayaan 

intellelktual yang dapat dilakukan delngan pelrjanjian di bawah tangan, pelraturan 

pelrundang-undangan juga melnghelndaki bahwa kelkayaan intellelktual dalam 

pelralihannya harus dilakukan delngan belntuk akta notaris. Keltelntuan telrselbut 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tahun 2016 telntang 

Pateln ( “UU Pateln”) dan juga dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 telntang 

Telntang Pelrlindungan Varieltas Tanaman (“UU PVT”).  

Pasal 74 UU Pateln melnyatakan “Hak atas pateln dapat belralih atau 

dialihkan baik selluruhnya maupun selbagian karelna adanya pelwarisan, wasiat, 

wakaf, hibah, pelrjanjian; atau selbab lain yang dibelnarkan olelh pelraturan 

pelrundang-undangan”. Kelmudian, Pelnjellasan Pasal 74 Ayat (1) melnyelbutkan 

pelngalihan hak atas Pateln harus dilakukan selcara Notaril (akta otelntik), lelbih 

                                                     
12 Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di 

Pengadilan,” Lex Privatum 3 (2) (2015): 137–45. 
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lanjut melnyelbutkan bahwa “Pateln dapat dialihkan olelh invelntornya atau olelh 

yang belrhak atas invelnsi itu kelpada pelrorangan atau kelpada badan hukum. Yang 

dimaksud delngan dapat belralih atau dialihkan” hanya hak elkonomi, seldangkan 

hak moral teltap mellelkat pada diri invelntor. Pelngalihan Hak atas Pateln harus 

dilakukan selcara Notaril (akta otelntik)” Lelbih lanjut, pelmelrintah melngelluarkan 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 46 Tahun 2020 telntang Syarat dan Tata Cara 

Pelncatatan Pelngalihan Pateln (“PP 46/2020”). Dalam aturan telrselbut juga telrdapat 

keltelntuan selrupa yaitu dalam Pelnjellasan Pasal 2 ayat (1) yang juga melnyatakan 

pelngalihan hak atas Pateln harus dilakukan selcara notaril (akta autelntik).  

PP 46/2020 melngatur bahwa pelngalihan Pateln dapat dilakukan untuk 

kelselluruhan klaim atas Pateln atau untuk selbagai klaim atas Pateln dan pelngalihan 

telrselbut harus dicatatkan dalam daftar umum Pateln selrta diumumkan mellalui 

meldia ellelktronik dan/atau meldia non-ellelktronik olelh Melntelri. Dalam hal 

pelngaturan akta Notaris dalam prosels pelralihan Pateln, sellain Pelnjellasan Pasal 74 

Ayat (1) UU Pateln dan Pelnjellasan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2020, Pasal 8 PP 

46/2020 juga melnyelbutkan dalam Pelrmohonan pelncatatan pelngalihan Pateln 

karelna pelwarisan melngajukan pelrmohonan salah satunya adalah delngan 

mellampirkan dokumeln kellelngkapan belrupa “salinan surat tanda bukti selbagai 

ahli waris dalam belntuk pelneltapan waris dari pelngadilan agama untuk yang 

belragama Islam, akta waris yang dibuat olelh notaris, atau pelneltapan waris yang 

dibuat olelh pelngadilan nelgelri”. Belrdasarkan atas pelnjabaran keltelntuan diatas, 

dalam pelralihan Panteln masih tidak dapat kelpastian hukum apakah pelngalihan 

pateln karelna pelrjanjian telrtulis harus dilakukan delngan Akta Notaris atau tidak, 

karelna keltelntuan telrselbut diatur di dalam bagian Pelralihan.  

Pelnjellasan dalam suatu Undang-Undang melmuat uraian frasa, kata, kalimat 

atau istilah asing/padanan kata dalam usatu norma yang dapat diselrtai delngan 

contoh. Pelnjellasan Pasal ini belrfungsi selbagai sarana untuk melmpelrjellas norma 

dalam batang tubuh dan juga selbagai tafsir relsmi atas norma telrtelntu dalam 

batang tubuh. Melngacu kelpada keltelntuan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Telntang Pelmbelntukan Pelraturan Pelrundang-Undangan (“UU PPP”) 

dalam bagian Lampiran II melngatur melngelnai keltelntuan-keltelntuan khusus telrkait 

fungsi Pelnjellasan dalam Pelraturan Pelrundang-undangan, yaitu Pelnjellasan tidak 

bolelh melncantumkan suatu rumusan norma dan tidak bisa digunakan untuk 

melmbuat pelraturan lelbih lanjut. Dalam pelnjellasan juga tidak bole lh 

mmelpelrselmpit, melmpelrluas atau melnambahkan suatu pelngelrtian telrhadap norma 

dalam batang tubuh, tidak bolelh belrtelntangan delngan matelri pokok yang diatur 

dalam batang tubuh, tidak melmuat rumusan pelndellelgasian dan tidak melngulangi 

uraian kata, frasa, pelngelrtian atau istilah yang telrmuat dalam keltelntuan umum.13 

Belrdasarkan atas pelnjabaran bagaimana keldudukan Pelnjellasan dalam suatu 

Pelraturan Pelrundang-undangan, dapat dinyatakan bahwa Pelnjellasan Pasal 74 Ayat 

(1) UU Pateln dan Pelnjellasan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2020 yang melngharuskan 

pelngalihan atas hak atas Pateln tidak melnjadikan norma telrselbut suatu kelwajiban. 

Keltelntuan telrselbut belrsifat selbagai altelrnatif, yang belrarti dalam pelralihan suatu 

Kelkayaan Intellelktual dalam bidang Pateln dapat dimungkingkan delngan pelrjanjian 

telrtulis yang dibuat delngan dibawah tangan dan dapat pula dibuatnya pelrjanjian 

delngan Notaril (Akta Autelntik).  

                                                     
13 Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan 

Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal 

Legislasi Indonesia 17 (3) (2020): 53–58. 
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Undang-undang lain yang melnghelndaki pelngalihan suatu Kelkayaan 

Intellelktual delngan akta autelntik adalah UU PVT. Pasal 40 Ayat (1) UU PVT 

melnjellaskan “Hak Pelrlindungan Varieltas Tanaman dapat belralih atau dialihkan 

karelna pelwarisan; hibah; wasiat; pelrjanjian dalam belntuk akta Notaris; atau 

Selbab lain yang dibelnarkan olelh undang-undang.” Lelbih lanjut, pelngaturan 

melngelnai pelralihan Pelrlindungan Varieltas Tanaman diatur dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Relpublik Indonelsia Nomor 13 Tahun 2004 Telntang Pelnamaan, 

Pelndaftaran dan Pelnggunaan Varieltas Asal Untuk Pelmbuatan Varieltas Turunan 

Elselnsial (sellanjutnya diselbut selbagai “PP 13/2004). Pasal 9 PP 13/2004 yang 

melngatur melngelnai Varieltas Lokal dan juga Pasal 16 yang melngatur melngelnai 

Varieltas Hasil Pelmuliaan sama-sama melnghelndaki bahwa seltiap orang atau badan 

hukum yang akan mellakukan pelndaftaran delngan pelrjanjian, yang pelrjanjian 

telrselbut harus dibuat dihadapan Notaris delngan keltelntuan paling seldikit harus 

melmuat keltelntuan melngelnai: “(a) Nama dan alamat atau telmpat keldudukan 

orang atau badan hukum pelmbuat Varieltas Turunan Elselnsial; (b) Hak dan 

kelwajiban para pihak; (c) Cara pelnyellelsaian selngkelta yang mungkin telrjadi di 

antara para pihak.” 

 Keldudukan Akta Notaris dalam belrbagai Pelraturan Pelrundang-Undangan 

bidang Kelkayaan Intellelktual, selcara telgas dinyatakan dalam UU PVT dan PP 

13/2004 adalah melrupakan kelharusan dibuatnya suatu pelrjanjian telrtulis 

dihadapan selorang Notaris. Namun dalam UU Pateln dan PP 46/2020 keltelntuan 

diharuskannya pelngalihan hak Pateln dalam belntuk pelrjanjian telrtulis yang dibuat 

dalam belntuk Notaril (Akta Autelntik) adalah melrupakan suatu altelrnatif, artinya 

pelngalihan Pateln dapat dimungkingkan delngan pelrjanjian telrtulis yang dibuat 

delngan dibawah tangan dan dapat pula dibuatnya pelrjanjian delngan Notaril (Akta 

Autelntik). Kelmudian, melngelnai Undang-Undang Kelkayaan Intellelktual lainnya 

yaitu Hak Cipta, Melrelk dan Indikasi Gelografis, Rahasia Dagang, Delsain Industri 

dan Delsain Tata Leltak Sirkuit Telrpadu tidak melnyelbutkan selcara spelsifik 

pelnggunaan Akta Notaris dalam prosels pelralihannya, teltapi hanya diselbutkan 

bahwa pelralihannya dapat dilakukan delngan pelrjanjian telrtulis. 

 

3. Peran Notaris dalam Pembentukan Akta Perjanjian Yang Digunakan 

Untuk Peralihan Kekayaan Intelektual. 

Salah satu ciri dari systelm hukum Civil Law yang dianut olelh Indonelsia 

adalah adanya pelmbagian dalam ranah hukum public dan hukum privat. 

Pelmelrintah selbagai organ nelgara melmbelrikan selbagain kelwelnangan dan tugasnya 

kelpada suatu peljabat umum. Belrbelda delngan peljabat nelgara dan peljabat 

pelmelrintahan, peljabat umum yang olelh istilah Bellanda diselbut selbagai Opelnbarel 

Amtelnareln. Peljabat umum adalah selselorang yang dibelri welwelnang dan kelwajiban 

olelh pelmelrintah untuk mellayani masyarakat luas dalam hal-hal telrtelntu, yang 

mana peljabat umum telrselbut dibelrhelntikan dan diangkat olelh pelmelrintah untuk 

mellaksanakan kelkuasaan yang belrasal dari kelwibawaan pelmelrintah 14. Pasal 1 

Angka 1 UUJNP melnyatakan bahwa “Notaris adalah peljabat umum yang 

belrwelnang untuk melmbuat akta autelntik”. 

Pasal 1 angka 7 UUJNP, melnyatakan “Akta Notaris yang sellanjutnya 

diselbut Akta adalah akta autelntik yang dibuat olelh atau di hadapan Notaris 

melnurut belntuk dan tata cara yang diteltapkan dalam Undang-Undang ini.” 

                                                     
14 M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf 

Undang-Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (1) (2019): 74–83, 

https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920. 
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Kelmudian, kelwelngan notaris dalam melmbuat akta autelntik lelbih lanjut dijabarkan 

dalam keltelntuan Pasal 15 ayat (1) UUJNP, yang melnyatakan “Notaris belrwelnang 

melmbuat Akta autelntik melngelnai selmua pelrbuatan, pelrjanjian, dan pelneltapan 

yang diharuskan olelh pelraturan pelrundang-undangan dan/atau yang dikelhelndaki 

olelh yang belrkelpelntingan untuk dinyatakan dalam Akta autelntik, melnjamin 

kelpastian tanggal pelmbuatan Akta, melnyimpan Akta, melmbelrikan grossel, salinan 

dan kutipan Akta, selmuanya itu selpanjang pelmbuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikelcualikan kelpada peljabat lain atau orang lain yang 

diteltapkan olelh undang-undang.” Notaris dalam melmbuat suatu akta autelntik 

harus melmelnuhi keltelntuan yang telrcantum di dalam Pasal 38 UUJNP yang 

melngatur melngelnai isi dari suatu akta autelntik yang telrdiri “Dari awal akta atau 

kelpala akta, badan akta dan akhir atau pelnutup akta. Dimana dalam awal akta 

atau kelpala akta melmuat judul akta, nomor akta, tanggal pelmbuatan akta (jam, 

hari, tanggal, bulan dan tahun) dan kelmudian nama lelngkap dan telmpat 

keldudukan Notaris. Isi dari awal akta atau kelpala akta suatu akta autelntik 

melmuat telntang kelbelnaran dilaksanakannya pelmbuatan akta notaris yang selcara 

kronologis logis melrupakan fakta hukum”. 

Kelwelnangan Notaris untuk dapat melmbuat akta autelntik melnjadikan notaris 

melngelmban selbuah jabatan kelpelrcayaan. Tidak saja karelna di amanatkan olelh 

undang-undang, namun suatu akta autelntik dibuat olelh kelhelndak para pihak yang 

belrkelpelntingan untuk melrelsmikan suatu pelrbuatan hukum telrselbut kel dalam 

selbuah akta autelntik selbagai alat pelmbuktiannya. Untuk melnghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan telrjadi, dalam melnjalankan jabatannya Notaris harus sellalu 

belrpelgang telguh telrhadap keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan dan juga 

sellalu wajib belrtindak jujur, selksama, mandiri, tidak belrpihak, dan melnjaga 

kelpelntingan para pihak. Apabila di kelmudian hari telrdapat akta autelntik yang 

kelhilangan kelautelntikannya, maka sellaku pihak yang melmbuat dan melngelsahkan 

akta telrselbut, selorang notaris harus belrtanggung jawab atas kelsalahan atupun 

kellalaian yang dia pelrbuat 15. 

Pasal 1870 KUHPelrdata melnyatakan bahwa akta autelntik melmpunyai 

kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna bagi pihak-pihak maupun sellaku ahli waris 

maupun yang melnelrima hak dari melrelka. Kelselmpurnaan kelkuatan pelmbuktian 

dari akta autelntik, akta autelntik melmiliki 3 (tiga) macam kelkuatan pelmbuktian: 

1. Kelkuatan pelmbuktian lahiriah adalah kelmampuan untuk melmbuktikan 

kelabsahannya delngan akta itu selndiri dan tidak melmelrlukan alat bukti lain; 

2. Kelkuatan pelmbuktian formal melnunjukkan akta selbagai keltelrangan relsmi 

telrtulis telntang apa yang dilakukan para pihak dan disaksikan olelh peljabat 

yang belrsangkutan dalam melnjalankan jabatannya. Pelmbuktian ini dapat 

melnjamin para pihak melngelnai tanggal akta, tanda tangan yang telrdapat dalam 

akta dan kelkuatan pelmbuktian ini antara lain; kelpastian tanggal dalam akta, 

idelntitas orang-orang yang hadir, telmpat dibuatnya akta, dan sahnya tanda 

tangan yang telrcantum dalam akta; 

3. Kelkuatan pelmbuktian matelriil, dalam arti isi akta dianggap telrbukti belnar 

telrhadap seltiap orang yang melmelrintahkan dibuatnya akta selbagai alat bukti 

telrhadap akta otelntik.16 
                                                     

15 Sendy Melinda and Gunawan Djajaputra, “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah 

Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah 

Indonesia 6 (7) (2021): 3521–41, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543. 
16 Dedy Pramono, “Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat 

umum menurut hukum acara perdata di Indonesia,” Lex Jurnalica 12 (3) (2015): 248–58. 
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Akta Autelntik yang melrupakan produk hukum olelh Notaris dibuat untuk 

melngakomodir seltiap pelrbuatan-pelrbuatan, pelrseltujuan-pelrseltujuan dan 

kelteltapan-kelteltapan dari pihak-pihak yang melnghadap kelpadanya, salah satunya 

adalah dapat belrupa akta autelntik dalam prosels pelngalihan Hak Kelkayaan 

Intellelktual dalam bidang Pateln dan Pelrlindungan Varieltas Tanaman. Norma 

kelharusan yang telrkandung dalam keldua undang-undang telrselbut dan tidak di 

pelraturan pelrundang-undangan lain yang melngatur melngelnai pelngalihan 

Kelkayaan Intellelktual, dikarelnakan prosels panjang yang dilalui olelh invelntor 

dalam pelnellitiannya dan juga biaya yang timbul akibat pelnellitian Panjang 

telrselbut. Tahap-tahap yang dilalui mulai dari pelnellitian, pelnelmuan, pelngujian 

sampai delngan melndapat pelrseltujuan dari pihak yang belrwelnang. Prosels telrselbut 

melmbuat hak atas Pateln maupun Pelrlindungan Varieltas Tanaman dinilai melmiliki 

hak elkonomi yang tinggi selhingga melmelrlukan suatu bukti autelntik atas pelristiwa 

pelngalihan hak kelkayaan intellelktual telrselbut. Agar dapat melnjamin kelpastian 

hukum atas pelristiwa pelngalihan telrselbut, maka pelngalihan hak delngan pelrjanjian 

telrtulis harus dibuat dalam belntuk akta autelntik dihadapan peljabat yang 

belrwelnang yaitu Notaris.17 

Pelran Notaris dalam prosels pelngalihan kelkayaan intellelktual adalah selbagai 

peljabat umum yang belrwelnang untuk melmbuat suatu akta autelntik selbagai bukti 

selcara telrtulis telntang adanya pelmindahan hak atas kelkayaan intellelktual belrupa 

Pateln atau Pelrlindungan Varieltas Tanaman ataupun kelkayaan intellelktual lainnya, 

karelna pada dasarnya kelkuatan pelmbuktian akta autelntik lelbih selmpurna 

dibandingkan delngan pelrjanjian dibawah tangan. Akta Notaris ini dipelrlukan 

untuk kelpelrluan pelngajuan pelrmohonan pelncatatan pelngalihan hak kelpada 

instansi yang belrwelanng. Sellain melmiliki kelwelnangan untuk melmbuat akta 

autelntik, dalam keltelntuan Pasal 15 Ayat (2) UUJN juga melnyatakan bahwa 

“Notaris belrwelnang pula melmbelrikan pelnyuluhan hukum selhubungan delngan 

pelmbuatan Akta”. Pelnyuluhan hukum olelh Notaris ini melrupakan keltelntuan yang 

sangat pelnting guna melmbelrikan pelmahaman yang belnar telntang pelraturan 

pelrundang-undangan telrkait delngan akta yang diinginkan olelh para pihak dan atas 

pelnyuluhan ini dapat melminimalisir selngkelta yang belrpotelnsi hadir di masa 

delpan 18. 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Notaris I Gusti Agung Mirah Chrisma 

Santhi SH., Mkn yang belrkeldudukan di Kota Delnpasar, belliau melnelrangkan 

bahwa dalam prosels pelralihan kelkayaan intellelktual melskipun undang-undang 

tidak melngharuskan pelralihannya dilakukan delngan akta autelntik, namun belliau 

melnyarankan dalam praktik agar selbaiknya pelrjanjian telrtulis telrselbut dibuat 

delngan akta notaris. Delngan dibuatnya suatu pelrjanjian telrtulis belrupa akta 

autelntik olelh Notaris, pelralihan atas kelkayaan intellelktual akan dapat melnciptakan 

kelpastian hukum dan juga selbagai peldoman atas hak dan kelwajiban para pihak di 

dalamnya. Selhingga prosels pelralihan telrselbut selcara sah dilakukan dan melmiliki 

kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna. Atas dasar itu, pelran Notaris sangatlah 

pelnting dalam prosels pelngalihan kelkayaan intellelktual. Selsuai delngan sumpah 

jabatan yang diucapkannya, Notaris harus melngutamakan pelngabdian telrhadap 

masyarakat dan nelgara. Dipelrlukannya suatu keltellitian, kelcakapan ilmu 
                                                     

17 Annalisa Yahanan, Debbie Aprodette, and Elmandiantini, “Model Akta Notaris Yang 

Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT),” Recital 

Review 2 (1) (2020): 14–25. 
18 Ayu Ningsih, Faisal A. Rani, and Andwani, “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator 

Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan 

Hukum 13 (2) (2019): 201–28, http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228. 
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pelngeltahuan dan tanggung jawab melmbuat sosok selorang Notaris yang 

melngelmban jabatan kelpelrcayaan dituntut untuk dapat melmbelrikan jaminan 

kelpastian hukum atas Akta Autelntik yang dibuatnya. 
 

KESIMPULAN 

Keldudukan Akta Notaris dalam belrbagai Pelraturan Pelrundang-Undangan 

bidang Kelkayaan Intellelktual, selcara telgas dinyatakan dalam UU PVT dan PP 

13/2004 adalah melrupakan kelharusan dibuatnya suatu pelrjanjian telrtulis 

dihadapan selorang Notaris. Namun dalam UU Pateln dan PP 46/2020 keltelntuan 

diharuskannya pelngalihan hak Pateln dalam belntuk pelrjanjian telrtulis yang dibuat 

dalam belntuk Notaril (Akta Autelntik) adalah melrupakan suatu altelrnatif karelna 

diatur dalam bagian pelnjellasan pasal, artinya pelngalihan Pateln dapat 

dimungkingkan delngan pelrjanjian telrtulis yang dibuat delngan dibawah tangan dan 

dapat pula dibuatnya pelrjanjian delngan Notaril (Akta Autelntik). Kelmudian, 

melngelnai Undang-Undang Kelkayaan Intellelktual lainnya yaitu Hak Cipta, Melre lk 

dan Indikasi Gelografis, Rahasia Dagang, Delsain Industri dan Delsain Tata Leltak 

Sirkuit Telrpadu tidak melnyelbutkan selcara spelsifik pelnggunaan Akta Notaris 

dalam prosels pelralihannya, teltapi hanya diselbutkan bahwa pelralihannya dapat 

dilakukan delngan pelrjanjian telrtulis.  

Selbagai peljabat umum yang belrwelnang, pelran notaris sangatlah pelnting 

dalam prosels pelngalihan kelkayaan intellelktual yakni dalam pelmbuatan suatu akta 

autelntik yang dapat digunakan selbagai bukti selcara telrtulis telntang adanya 

pelmindahan hak atas kelkayaan intellelktual belrupa Pateln atau Pelrlindungan 

Varieltas Tanaman ataupun kelkayaan intellelktual lainnya. Sellain itu, kelwelnangan 

notaris juga melliputi pelmbelrian pelnyuluhan hukum untuk melndukung 

pelmahaman yang selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan dalam bidang 

kelkayaan intellelktual ataupun bidang lain yang masih belrhubungan delngan akta 

yang diharapkan olelh para pihak. Pelnyuluhan ini juga belrdampak pelnting untuk 

melminimalisir selngkelta yang belrpotelnsi hadir di masa delpan. 

Para pihak sangat melmbutuhkan kelpastian hukum untuk mellakukan suatu 

pelrjanjian pelrngalihan hak suatu kelkayaan intellelktual. Delngan telrpelnuhinya 

kelpastian hukum bagi masing-masing pihak, maka akan didapatkan keljellasan 

akan hak dan kelwajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat dipelrolelh delngan 

adanya akta notaris yang telntunya sudah dicatatkan di Dirjeln HKI Kelmelntrian 

Hukum dan HAM. Akta notaris ini nantinya dapat digunakan selbagai bukti 

telrtulis yang melmiliki kelkuatan pelmbuktian paling selmpurna selsuai yang 

ditelntukan dalam pelraturan pelrundang-undangan. Atas dasar kelselmpurnaan 

kelkuatan pelmbuktiannya, disarankan dalam prosels pelralihan suatu kelkayaan 

ineltellelktual agar dilakukan mellalui pelrjanjian telrtulis selpelrti akta autelntik yang 

dibuatkan olelh Notaris.  
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